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Abstrak
 

Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para

pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham

secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang

mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk

menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai

usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan

atau harga efek tersebut dalam waktu yang tepat.

 

Penerapan prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi

salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dalam UU Pasar

Modal, pengaturan penerapan prinsip keterbukaan dimulai dari pengaturan keharusan dipenuhinya syarat-

syarat tertentu dalam melakukan penawaran umum dan selalu mengumumkan adanya informasi material

kepada pemodal. Ketentuan yang sama juga perlu diberlakukan kepada perusahaan yang telah memenuhi

persyaratan sebagai perusahaan publik dengan maksud untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya.

 

Dalam penegakan prinsip keterbukaan, UU Pasar Modal memungkinkan Bapepam untuk menggunakan baik

sarana hukum administrasi atau sarana hukum pidana. Dalam penggunaan sarana hukum administrasi,

Bapepam diberi kewenangan membuat peraturan-peraturan. Dalam penggunaan sarana hukum pidana, UU

Pasar Modal telah memuat rumusan larangan-larangan yang dikenal sebagai rumusan tindak pidana

Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam.

 

UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan hingga akhirnya

dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran administrasi prinsip keterbukaan, tetapi

Bapepam hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya tindak pidana pelanggaran

prinsip keterbukaan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, Bapepam harus menyerahkan berkas

penyelidikan dan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan

kepada pelaku tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan melalui proses peradilan pidana. Adanya dua

sarana hukum tersebut yang dapat digunakan menimbulkan adanya ambivalensi dalam penegakan prinsip

keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia. Atas ambivalensi ini, Bapepam

memiliki diskresi untuk memilih salah satu dari kedua sarana hukum tersebut. Dalam kenyataannya,

Bapepam lebih cenderung menggunakan sarana hukum administrasi dan mengesampingkan penggunaan

sarana hukum pidana dalam menegakkan prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia. Penggunaan sarana

hukum administrasi saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana pelanggaran prinsip

keterbukaan dan tidak menutup kemungkinan digunakannya sarana hukum pidana atas tindak pidana
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pelanggaran prinsip keterbukaan yang dimaksud.


